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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1. Kesimpulan  

Menyimpulkan bahwa : 

1. Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sehingga 

mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan program 

anggaran pendidikan. 

2. Masih kurangnya alokasi anggaran dana pendidikan dari pemerintah 

Daerah Kota Kupang sehingga berdampak pada kurangnya penerapan 

anggaran pendidikan di Kota Kupang 

3. keterlambatan dikeluarkannya Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan, 

sehingga proses pelaksanaan kegiatan anggaran pendidikan 

mengalami keterlambatan dan ada beberapa kegiatan yang tidak 

termuat dalam Juknis sehingga harus dianggarkan kembali.  

4. Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam hal ini kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, belum sepenuhnya 

melakukan proses evaluasi terhadap penerapan anggaran pendidikan 

di Kota Kupang secara maksimal. Dalam hal pelaksanaan proses 

evaluasi terhadap penerapan anggaran pendidikan berdasarkan 

peraturan mentri keuangan RI No. 214 tahun 2017 pasal 5 ayat 2 

menyatakan bahwa Evaluasi Penerapan Anggaran Reguler 

dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2(dua) kali dalam satu 
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tahun yaitu yang pertama, evaluasi penerpan anggaran tahun anggaran 

berjalan dan kedua, evaluasi penerapan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya, namun hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu, 

pada akhir tahun anggaran berjalan berdasarkan pelaporan bidang 

teknis pelaksana dan berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat 

Daerah Kota Kupang. 

6.2.   Saran 

1. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang dapat lebih awal mengesahkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bagi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Kupang sehingga, pelaksanaan Penerapan Anggaran 

Pendidikan dapat dilaksanakan lebih awal.  

2. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana pendidikan sesuai 

dengan UU yang berlaku yaitu sebesar 20% dari APBD. 

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di harapkan dapat 

mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) lebih awal agar proses 

pelaksanaan penerapan anggaran pendidikan tidak mengalami 

keterlambatan. 

4. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dapat 

melaksanakan proses evaluasi terhadap penerapan anggaran 

pendidikan di Kota Kupang sesuai dengan tahapan-tahapan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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